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ABSTRAK 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa sampah yang 

dihasilkan dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per 

hari. Padahal tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memililiki kebermanfaatan dan nilai jual. 

Permasalahan ini terjadi pula di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bentuk 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini hanya memberi tempat pembakaran sampah di 

setiap 30meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya sosialisasi maupun bantuan petugas. Padahal, 

dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 

dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dengan metode penelitian 

normatif, penulis mengkaji tentang kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa 

Langkap Kabupaten Jember Namun, faktanya kebijakan Pemerintah Desa Langkap dalam 

pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif karena hanya membuat kebijakan berupa 

pengadaan 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya 

kebijakan secara tertulis, sosialisasi maupun evaluasi. Sehingga, tidak ada penguatan hukum 

sekaligus tindakan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah. Seharusnya 

Pemerintah Desa Langkap menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah berdasarkan 

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, UU Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 

Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disertai adanya sosialisasi maupun evaluasi dari kinerja 

kebijakan tersebut. 

Kata Kunci : kebijakan, pemerintah desa, sampah 

 

PEiNDAiHULUAiN 

Setiap wilayah di Indonesia memiliki berbagai macam masalah mengenai tata kelola 

infrastruktur lingkungan, seperti pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan karena 

peningkatan sampah semakin bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk 

dan meningkatnya aktivitas masyarakat.  Sejalan dengan pendapat Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan 

dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari.  

Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang terorganisir dan terstruktur karena 

tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memililiki kebermanfaatan dan nilai jual.  

Permasalahan ini terjadi pula di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. 

Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini hanya memberi tempat 

pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya sosialisasi 

maupun bantuan petugas. Padahal, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 18 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat menjadi UU Nomor 18 

Tahun 2008) dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Pengurangan sampah berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 

meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau 
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pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan dalam Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 

18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi :  

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, 

jumlah, dan/atau sifat sampah;  

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah 

ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;  

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat 

penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju 

ke tempat pemrosesan akhir;  

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; 

dan/atau  

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil 

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Langkap seharusnya mengambil peran dalam 

mengatasi permasalahan pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara berkesinambungan, 

tidak bersifat sementara, dan tidak hanya sebatas membangun tempat pembuangan atau 

pembakaran terakhir. Berpijak pada permasalahan itulah saya tertarik melakukan penelitian 

dengan judul, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Langkap 

Kabupaten Jember”. 

 

METODOLOGI 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh para 

ahli hukum untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 

diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang dapat digunakan di dalam 

penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).   

Berpijak pada pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual 

approach. Pendekatan peraturan perundang-undangan “…dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.”  Selanjutnya pendekatan konseptual dilakukan dengan cara “…mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.”  

Berdasarkan jenisnya, para ahli hukum membedakan jenis penelitian hukum menjadi 

2 (dua). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji jenis penelitian hukum terdiri dari 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum 

empiris atau penelitian hukum sosiologis.  Dalam menyusun proposal ini, jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan cara “…meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”  

Dalam penelitian, para ahli hukum membedakan jenis data yang akan digunakan 

berdasarkan jenis penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 

penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris “…meneliti data primer.”  

“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.”  

Berpijak pada uraian di atas, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. “Bahan hukum 

primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. 
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Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”  Adapun bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; 

b. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; 

c. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 

d. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; 

e. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  

f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan 

Sampah; 

g. Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah 

dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Menurut 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.  

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. “Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.”  

Dalam memperoleh data diperlukan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka. 

Tahapan ini “…mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya.”  Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara 

“…menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.”  Oleh sebab itu, dalam 

penelitian ini digunakan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka, untuk mendapatkan 

informasi mengenai landasan teoritis dari kebijakan pengelolaan sampah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Langkap 

Kabupaten Jember 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sampah adalah 

sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan 

data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, sampah yang dihasilkan 

dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. 

Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang terorganisir dan terstruktur karena 

tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memililiki kebermanfaatan dan nilai jual. 

Di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, pengelolaan sampah 

hanya dilakukan dengan cara memberi 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter 

dalam lingkup area desa, tanpa adanya sosialisasi maupun bantuan petugas. Padahal, jika 

sampah tidak dikelola secara baik, menyebabkan terbentuknya efek rumah kaca yang dapat 

meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi semakin panas. Membakar sampah juga 

bukan suatu solusi dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah karena dapat 

memicu timbulnya gangguan kesehatan dan pencemaran udara yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Kondisi ini akan berdampak pada kesehatan, kerugian ekonomi dan 

terganggunya ekosistem. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan 
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bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah 

berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan 

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali 

sampah. Sedangkan dalam Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 

dijelaskan bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi :  

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, 

jumlah, dan/atau sifat sampah;  

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah 

ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;  

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat 

penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju 

ke tempat pemrosesan akhir;  

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; 

dan/atau  

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil 

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Langkap seharusnya membuat kebijakan secara 

efektif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara 

berkesinambungan, tidak bersifat sementara, dan tidak hanya sebatas membangun tempat 

pembuangan atau pembakaran terakhir. 

Kebijakan merupakan sebuah usulan yang disampaikan oleh individu, kelompok, atau 

pemerintah yang ditindaklanjuti dengan tindakan untuk mencari penyelesaian dari suatu 

permasalahan guna mewujudkan tujuan atau harapan masyarakat. Sedangkan definisi 

kebijakan publik adalah suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan dan 

diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintah atau pemegang otoritas publik yang 

keberadaannya mengikat banyak orang atau pemegang mandat yang telah diberikan oleh 

publik karena memiliki perwakilan atas banyak orang.  

Dalam penyelenggaran urusan pemerintahan desa, kepala desa dan badan 

permusyawaratan desa diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk 

peraturan desa (perdes), peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Hal itu 

disebabkan karena adanya otonomi desa sebagai otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan 

perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta 

benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan, termasuk permasalahan 

mengenai pengelolaan sampah yang terjadi di Desa Langkap. 

Namun pada faktanya, Pemerintah Desa Langkap hanya membuat kebijakan 

pengelolaan sampah berupa pengadaan 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter 

dalam lingkup area desa, tanpa adanya kebijakan secara tertulis. Sehingga, tidak ada 

penguatan hukum sekaligus tindakan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan 

pengelolaan sampah. Akibatnya, permasalahan pengelolaan sampah kian meningkat, 

mengingat banyak masyarakat di Desa Langkap kurang memahami fungsi dari adanya 

tempat pembakaran sampah maupun arti dari fungsi pengelolaan sampah.  

Seharusnya Pemerintah Desa Langkap menerbitkan peraturan desa mengenai 

pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, UU Nomor 18 

Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 

Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang 
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Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disertai adanya sosialisasi maupun evaluasi dari kinerja 

kebijakan tersebut. Bukan semata-mata menyalahgunakan makna dari otonomi desa yang 

telah dimiliki. 

 

KESIMPULAN 

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan 

pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Desa Langkap 

dalam pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif karena hanya membuat kebijakan 

berupa pengadaan 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, 

tanpa adanya kebijakan secara tertulis, sosialisasi maupun evaluasi. Sehingga, tidak ada 

penguatan hukum sekaligus tindakan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan 

pengelolaan sampah.  

saran 

Seharusnya Pemerintah Desa Langkap menerbitkan peraturan desa mengenai 

pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, UU Nomor 18 

Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 

Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang 

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disertai adanya sosialisasi maupun evaluasi dari kinerja 

kebijakan tersebut. 
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